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13. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah
yang bertugas mengembangkan dan merumuskan
kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;

15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan  yang memiliki  kualifikasi  untuk
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
konsultansi/jasa lainnya;

16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan pengguna barang;

17. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pekerjaan konstruksi bangunan
atau pembuatan wujud fisik lainnya;

18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware);

19.Jasa Lainnya adalah jasa vyang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan
(skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan
jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dan pengadaan barang;

20. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang

A memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh
para pihak dalam proses pengadaan barang/ jasa;

21. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK
dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola;

22. Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Lahat yang selanjutnya disebut Kode Etik
adalah norma pihak-pihak yang terkait dalam
pelaksanaan  pengadaan  barang/ jasa  Pemerintah
Kabupaten Lahat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah;

23. Komite Etik Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang
selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite yang
menilai norma perilaku pihak-pihak yang terkait dalam

pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa = Pemerintah
Kabupaten Lahat.
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